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Abstract

This study aims to analyze the causes of the underpayment of Income Tax Article 29 at Yayasan ABC and to
evaluate the effectiveness of Income Tax Article 25 payments as a monthly tax installment mechanism in
reducing the year-end tax burden. This research is motivated by the discovery of a discrepancy in the 2022
Annual Corporate Income Tax Return, which occurred due to the absence of regular Article 25 installment
payments throughout the fiscal year. The research employs a qualitative approach using a case study method.
The data were obtained from tax documents such as the Annual Corporate Income Tax Return and interviews
with the accounting staff who assisted the foundation's tax reporting process. The findings indicate that
Yayasan ABC reported Taxable Income (PKP) of Rp279,302,000 with a tax payable of Rp34,891,746. However,
due to the absence of Article 25 installment payments during the year, this situation led to a discrepancy
between the estimated installments and the actual tax payable. The impacts of not paying monthly installments
include the potential imposition of interest penallties, the accumulation of financial burdens, and uncontrolled
cash flow. Therefore, to address the underpayment issue, it is necessary to implement periodic Article 25
payments to avoid the accumulation of tax liabilities at the end of the year, strengthen tax planning to manage
the strategy for Article 25 payments, and provide education from the accounting services office (KJA) to
improve the foundation s taxpayer understanding of taxation mechanisms.

Keywords: Underpayment, PPh Article 25, PPh Article 29, Tax planning.
Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya kurang bayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
29 pada Yayasan ABC serta mengevaluasi efektivitas pembayaran PPh Pasal 25 sebagai mekanisme angsuran
pajak bulanan dalam mengurangi beban pajak di akhir tahun. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ditemukannya
selisih pajak terutang dalam SPT Tahunan Tahun 2022 akibat tidak adanya pembayaran angsuran PPh 25 secara
berkala sepanjang tahun pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan
metode studi kasus. Data penelitian bersumber dari dokumen perpajakan seperti SPT Tahunan Pajak
Penghasilan Badan serta wawancara dengan staf akuntan yang mendampingi proses pelaporan pajak yayasan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan ABC memiliki Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar
Rp279.302.000 dengan PPh terutang sebesar Rp34.891.746. Dengan tidak adanya pembayaran PPh Pasal 25
selama tahun berjalan, kasus ini menyebabkan perbedaan antara estimasi angsuran dengan pajak terutang
sebenarnya. Dampak dari tidak membayar angsuran bulanan yaitu potensi sanksi bunga, beban keuangan
menumpuk, dan kurangnya arus kas yang terkontrol. Dengan hal tersebut, untuk mengatasi kasus kurang bayar,
perlunya penerapan pembayaran PPh pasal 25 secara periodik untuk menghindari akumulasi beban pajak di
akhir tahun, pentingnya tax planning agar dapat mengatur strategi pembayaran PPh pasal 25, dan edukasi dari
KJA dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak yayasan terhadap mekanisme perpajakan.

Kata kunci : Kurang bayar, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, Perencanaan pajak.
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PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu peranan penting dalam pembangunan negara, ekonomi,
hingga pemerintah menjadikan kewajiban pajak sebagai sarana pembiayaan negara dalam
pembangunan nasional untuk mencapai tujuan negara (Sirait et al., 2024). Pajak merupakan
kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara kepada pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa memperoleh balasan secara
langsung (Firman et al., 2025). Adapun pengertian pajak merupakan kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang tertera dalam Undang-
Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Secara
umum, pengertian pajak dapat disimpulkan sebagai sumber utama penerimaan negara untuk
mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara di
Indonesia yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Menurut Nasution et al. (2025), PPh dikenakan
atas penghasilan yang diterima oleh pribadi maupun badan. PPh tidak hanya menjadi sumber
penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu meningkatkan kepatuhan
wajib pajak serta menjaga kestabilan arus kas negara. Herlinanur (2025) berpendapat bahwa
kepatuhan wajib pajak badan, termasuk yayasan sebagai entitas non-profit, berperan penting
dalam kelangsungan penerimaan pajak negara. Ketika yayasan memenuhi kewajiban
perpajakannya dengan benar seperti menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak maka
kontribusi pajak badan dapat masuk ke kas negara secara stabil.

Yayasan digolongkan dalam subjek PPh, diatur dalam Undang-Undang Pajak
Penghasilan Pasal 2 ayat 1 huruf (b), yang menyebutkan bahwa, badan adalah “Sekumpulan
orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi,
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha
tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksa dana.” Sehingga yayasan wajib
melaksanakan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh sebagaimana diatur dalam

ketentuan yang berlaku, dengan tanggung jawab yang sama seperti badan usaha.
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Nasution et al. (2025) menjelaskan bahwa yayasan merupakan entitas organisasi
nirlaba, yang tidak didirikan untuk mencari laba finansial, melainkan dijalankan untuk
tujuan sosial dan pelayanan publik seperti mengalokasikan dana yang berasal dari donatur,
pemerintah, maupun usaha untuk operasional pendidikan, kebutuhan anak asuh, tanpa
menyisihkan keuntungan bagi pengelola.

Yayasan ABC bergerak di bidang pendidikan menyediakan metode belajar Al Quran
dengan metode otak kanan. Sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada pendidikan,
pengajaran, dan penyebaran nilai-nilai Islam melalui Al-Quran. Tujuan utama yayasan ini
adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di kalangan umat
Muslim di Indonesia. Yayasan menyelenggarakan lembaga pendidikan formal, pendidikan
non-formal, panti asuhan, panti jompo, panti wreda, rumah sakit, poliklinik, laboratorium
serta peningkatan dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan. Sebagaimana diatur dalam
undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat 1 huruf (b) bahwa yayasan wajib
melaksanakan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh sebagaimana diatur dalam
ketentuan yang berlaku, dengan tanggung jawab yang sama seperti badan usaha.

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah juga mengusahakan untuk
menerapkan sistem self assessment secara dalam jaringan (daring). Sistem yang mewajibkan
wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan (Pratama & Ridwan, 2024). Meskipun self assessment memberikan
kemudahan, sistem ini tetap memungkinkan terjadinya perbedaan pemahaman antara wajib
pajak dan otoritas pajak, khususnya dalam perhitungan pajak yang harus dibayarkan. Akibat
yang biasanya terjadi yaitu wajib pajak mengalami kurang bayar saat pemeriksaan pajak
(Samudra & Mardijono, 2025). Penelitian Dinata & Arsana (2023) menunjukkan hasil yang
hampir sama bahwa efektivitas sangat bergantung kepada pemahaman dan karakteristik
perilaku wajib pajak, sehingga wajib pajak yang kurang memahami peraturan akan
cenderung mengalami kesalahan dalam menghitung kewajiban pajak PPh 25.

Febriani et al. (2025) menyebutkan beberapa permasalahan yang sering muncul
terkait perpajakan pada pondok pesantren dan yayasan di antaranya terkait dengan
perhitungan dan pelaporan pajak badan tahunan. Kasus ini relevan bagi yayasan ABC yang
merupakan salah satu klien KJA di Sidoarjo pada tahun 2022 yang menjadi perhatian peneliti
untuk melakukan penelitian mengenai kasus kurang bayar PPh pasal 29 menunjukkan selisih

sebesar Rp34.891.746, yang mencerminkan ketidaksesuaian antara estimasi angsuran PPh
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25 dengan pajak terutang sesungguhnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan dikarenakan
yayasan secara administratif telah melakukan pembayaran tahunan PPh 25, namun masih
mengalami kekurangan.

Fokus penelitian ini juga terletak pada PPh pasal 25 dan PPh pasal 29, karena pajak
yang dipungut untuk yayasan ABC yaitu PPh pasal 25 dan PPh pasal 29. Menurut Suhendra
& Haykal (2022), PPh pasal 25 merupakan angsuran pajak bulanan yang dibayarkan oleh
badan usaha berdasarkan perkiraan pajak tahunan, dengan tujuan meringankan beban
kewajiban pajak pada akhir tahun serta memastikan jumlah pajak yang disetorkan mendekati
pajak terutang. Menurut Diyah (2018), PPh pasal 25 merupakan pembayaran di muka yang
akan diperhitungkan dengan pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir
tahun pajak sebagaimana dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak
Penghasilan. Sebaliknya, PPh pasal 29 akan timbul apabila total angsuran PPh 25 yang telah
dibayarkan selama tahun berjalan ternyata kurang dari pajak terutang yang sesungguhnya,
sehingga wajib pajak membayarkan selisihnya. Kasus tersebut akan berpotensi
mempengaruhi pengelolaan dana yayasan untuk program lainnya. Menurut Sundah et al.
(2020) menjelaskan bahwa pada masa sekarang pendapatan negara dari PPh 25 dan PPh 29
sangat berperan penting untuk menyelenggarakan pembangunan dalam rangka mewujudkan
kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera adil dan makmur.

Berdasarkan kasus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menambah korelasi
tentang administrasi perpajakan pada yayasan dan organisasi non profit. Hasil penelitian
diharapkan menjadi acuan bagi yayasan dan organisasi non profit lainnya dalam mengelola
kewajiban perpajakan secara lebih efektif, mengurangi risiko kurang bayar dan

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian in1 menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk
memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik administrasi perpajakan pada
yayasan khususnya terkait pembayaran PPh pasal 25 dan dampaknya terhadap PPh pasal 29.
Metode studi kasus memiliki potensi tinggi dalam penelitian karena mampu memberikan
pemahaman lebih mendalam terhadap fenomena yang bersifat kompleks (Abduh et al.,
2023). Studi kasus juga dapat menawarkan alternatif solusi atas berbagai macam tantangan

yang dihadapi peneliti.
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Objek penelitian merupakan yayasan ABC yang pada tahun 2022 mengalami kurang
bayar dalam pembayaran pajak. Lokasi penelitian dilakukan di salah satu KJA di Sidoarjo
sebagai tempat pendampingan perpajakan yayasan. Data penelitian bersumber dari dokumen
internal berupa laporan SPT Tahunan yang digunakan untuk mengidentifikasi jumlah
angsuran PPh pasal 25, realisasi pembayaran, serta besarnya PPh pasal 29 yang timbul.
Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan staf KJA yang terlibat langsung dalam
pendampingan pelaporan pajak yayasan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif,
yang bertujuan untuk menyampaikan bagaimana fenomena terjadi. Analisis deskriptif
dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, merangkum dan memilih informasi penting
dalam SPT Tahunan serta hasil wawancara dengan staf KJA. Kedua, penyajian dalam bentuk
narasi yang memaparkan mekanisme pembayaran PPh pasal 25 dan faktor penyebab kurang
bayar PPh pasal 29. Ketiga, melakukan penarikan kesimpulan dengan menafsirkan hasil
temuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai praktik perpajakan

yayasan serta dampaknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, sumber utama data yang digunakan yaitu dokumen SPT
Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2022 dari salah satu klien di Sidoarjo. Dokumen
ini memberikan gambaran mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh
Yayasan ABC, termasuk detail rinci perhitungan penghasilan kena pajak, besarnya PPh
terutang, serta status akhir pembayaran pajak. Data tersebut menjadi acuan penting untuk
melihat kasus kurang bayar yang dialami wajib pajak, khususnya karena tidak adanya
pembayaran angsuran bulanan (PPh 25).

Pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak badan dan orang
pribadi. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan salah satunya dengan melakukan pelaporan
melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pajak masa dan tahunan. Umumnya utang pajak yang
dilaporkan melalui SPT Masa adalah PPh Pasal 21/26, 22, 23/26, 4 ayat 2 dan SPT Masa
Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Laporan pajak tahunan suatu perusahaan memuat bukti
Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi yang dipungut atas keuntungan usaha badan dan
harus disertakan dalam proses penyampaian SPT tahunan badan. Dalam perpajakan, untuk

pajak badan wajib menyiapkan berbagai dokumen seperti laporan keuangan dan bukti
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pembayaran pajak. Jika pelaporan dilakukan secara online maka wajib pajak badan harus
menyiapkan EFIN (Electronic Filing Identification Number) untuk melakukan registrasi di
DJP online. Untuk batas penyampaian SPT Tahunan Badan adalah tanggal 30 April setiap
tahunnya untuk pelaporan Tahun Pajak sebelumnya. Seperti, penyampaian SPT Tahunan
Badan untuk tahun pajak 2022, maka waktu pelaporan SPT-nya adalah 30 April 2023.
Pajak yang dipungut untuk Yayasan ABC adalah PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29.
Menurut Fauziah, (2020) PPh Pasal 25 merupakan pajak yang dikenakan kepada orang
pribadi, perusahaan, dan badan hukum atas pendapatan yang diperolehnya. Pajak ini
merupakan angsuran pajak yang disetor ke KPP Pratama setiap bulan untuk tahun pajak
yang bersangkutan. Kemudian PPh Pasal 25 ini merupakan bagian tidak terpisah dari PPh
Pasal 29, yaitu kekurangan pajak yang terutang pada akhir tahun pajak. Berkaitan dengan
PPh Pasal 29, Suhendra & Haykal (2022) dalam penelitiannya menyebutkan PPh Pasal 29
ini dapat berasal dari hasil dari kurang bayar PPh yang tertulis dalam SPT Tahunan PPh,
yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurang kredit

Pajak Penghasilan termasuk PPh Pasal 25 dan sesuai dengan studi kasus ini.
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Gambar 1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
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Gambar 1 menunjukkan perhitungan PPh Badan yang terdapat dalam SPT Tahunan
klien. Berdasarkan dari hasil SPT Tahunan yang diteliti, tercatat bahwa total penghasilan
kena pajak sebesar Rp279.302.000 menghasilkan PPh terutang senilai Rp34.891.746.
Namun, dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, wajib pajak tidak melakukan angsuran
bulanan sebagaimana diatur dalam PPh pasal 25, melainkan memilih untuk melunasi
kewajiban pajak sekaligus pada akhir tahun melalui PPh pasal 29. Hal ini menyebabkan
status pajak yang dilaporkan adalah kurang bayar dengan jumlah yang sama, yaitu
Rp34.891.746.

Untuk memperoleh informasi mendalam, peneliti melakukan wawancara dengan
salah satu staf KJA yang menangani kasus tersebut. Hasil mengungkap poin penting yang
berkaitan dengan potensi permasalahan pajak kasus tersebut. Berdasarkan hasil wawancara
dengan staf KJA, ditemukan bahwa pembayaran PPh 25 yang tidak sesuai dengan realisasi
pendapatan. Salah satu informan menyatakan: “Terkadang wajib pajak termasuk Yayasan
ABC, akan menyadari kekurangan pajak saat perhitungan PPh pasal 29 di akhir tahun.
Akibatnya dana yang disiapkan akan cukup besar.” (Staf KJA, Wawancara, 2025).

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa fungsi angsuran PPh pasal 25 sebagai
pemerataan pajak belum berjalan optimal. Perhitungan angsuran PPh pasal 25 yang tidak
sesuai dengan realistis penghasilan akan menyebabkan timbulnya beban keuangan yang
mendadak dan dana yang disiapkan akan cukup besar di akhir tahun pajak. Temuan ini
sejalan dengan penelitian Nasution et al. (2025) yang menyebutkan bahwa distribusi arus
kas yang lebih seimbang PPh pasal 25 akan bermanfaat bagi wajib pajak dalam mengelola
keuangan mereka, karena tidak harus membayar pajak sekaligus dalam jumlah besar.

Staf KJA juga menyoroti potensi sanksi administrasi akibat keterlambatan
pembayaran Pph pasal 25. “Jika pembayaran PPh pasal 25 tidak sesuai dengan waktu, maka
klien akan terkena denda administrasi dan kami membantu klien mengurus denda karena
telat setor.” (Staf KJA, Wawancara, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan
pembayaran pajak sangat penting. Hal ini diperkuat dengan penelitian Setiawan et al. (2024)
bahwa dengan tidak tepatnya waktu pembayaran pajak akan menimbulkan potensi sanksi
administrasi. Penelitian Ustantini et al. (2024) yang juga menyebutkan bahwa biaya
pemenuhan pajak dan kurangnya edukasi menjadi penyebab utama terjadinya

ketidakpatuhan, yang berujung pada sanksi administrasi bagi wajib pajak.
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Kelalaian dalam melaporkan SPT dapat berujung pada sanksi administratif atau
denda yang besarnya ditentukan berdasarkan jenis SPT. Formulir SPT Tahunan 1771 adalah
jenis SPT Tahunan bagi Wajib Pajak badan, seperti PT, CV, usaha dagang (UD), organisasi,
dan perkumpulan. Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu
penyampaian maka Wajib Pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai
ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) UU KUP sebesar Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh
badan dan Rp100.000 untuk SPT Tahunan PPh orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut,
Yayasan ABC selalu melaporkan SPT-nya secara tahunan, karena sesuai PPh Pasal 29 yang
angsurannya dibayar langsung 1 tahun tidak dibayarkan per bulan. Hasil wawancara juga
mengungkap bahwa pembayaran pajak tidak teratur menimbulkan kerusakan pada arus kas.

“Ketika pembayaran pajak hanya difokuskan di akhir tahun, arus kas akan tidak
stabil. Kami akan menyarankan agar pembayaran disesuaikan dengan kondisi agar lebih
terkontrol.” (Staf KJA, Wawancara, 2025). Pernyataan tersebut disepakati seluruh informan
bahwa penundaan pembayaran pajak akan mengganggu arus kas dan menghambat kegiatan
operasional. Menurut Darmansyah, (2021) juga memperkuat pernyataan tersebut dengan
kurangnya kas yang terkontrol dikarenakan tidak ada distribusi pembayaran yang periodik.

Untuk mengurangi risiko tersebut, terdapat beberapa solusi yang dilakukan. Pertama,
yayasan perlu melakukan pembayaran angsuran PPh pasal 25 secara periodik sesuai dengan
ketentuan, sehingga beban pajak lebih ringan dan teratur sepanjang tahun. Setyawati et al.
(2024) menjelaskan bahwa yayasan sebagai subjek pajak badan memiliki kewajiban untuk
memenuhi seluruh ketentuan perpajakan, termasuk melaksanakan pembayaran angsuran
PPh Pasal 25 apabila terdapat pajak yang harus disetorkan. Pelaksanaan angsuran secara
berkala ini membantu yayasan mengatur kewajiban pajaknya secara lebih terukur, sehingga
beban PPh tidak menumpuk pada akhir tahun pajak dan pengelolaan arus kas dapat berjalan
lebih stabil.

Kedua, optimalisasi peran KJA menjadi penting untuk memberikan edukasi dan
pendampingan. KJA dapat membantu wajib pajak dalam memberikan rekomendasi terkait
pengelolaan kas agar pembayaran pajak lebih teratur dan mengingatkan kembali mengenai
jadwal penyetoran PPh pasal 25 sehingga tidak menumpuk di akhir tahun (Nur, 2024).
Penelitian Christin et al. (2023) juga menyatakan bahwa sosialisasi dan pemeriksaan pajak

berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29, sebab kegiatan tersebut mampu

https://journal.thamrin.ac.id/index.php/ileka/article/view/3118/2682 285



https://journal.thamrin.ac.id/index.php/ileka/article/view/3118/2682

Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi MH Thamrin p-ISSN 2716-3911
Volume 6 No 2; September 2025 e-ISSN 2721-0472

meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya.

Ketiga, perlunya tax planning yang bisa mengatur strategi dengan meningkatkan
efisiensi pembayaran pajak secara keseluruhan (Syakura et al., 2023). Penelitian Zherawati
et al. (2022) juga menyebutkan bahwa dengan tax planning dapat menghemat pembayaran

pajak penghasilan terutang dan menghindari pembayaran pajak yang tidak perlu atau
berlebihan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, kasus ini menyebabkan perbedaan antara estimasi
angsuran dengan pajak terutang sebenarnya. Dampak dari tidak membayar angsuran bulanan
yaitu potensi sanksi bunga, beban keuangan menumpuk, dan kurangnya arus kas yang
terkontrol. Solusi dari penelitian ini yaitu perlunya penerapan pembayaran PPh pasal 25
secara periodik untuk menghindari akumulasi beban pajak di akhir tahun, pentingnya tax
planning agar dapat mengatur strategi pembayaran PPh pasal 25, dan edukasi dari KJA dapat
meningkatkan pemahaman wajib pajak yayasan terhadap mekanisme perpajakan. Dengan
demikian, penelitian ini mengingatkan kembali bahwa kepatuhan dalam pembayaran pajak
PPh pasal 25 tidak hanya berguna untuk kepatuhan pembayaran kewajiban, tetapi juga

strategi keuangan yayasan untuk menghindari risiko bayar PPh pasal 29.
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